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TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

RABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang    :   bahwa  untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   10   Qanun
Kabupaten   Aceh   Singkil   Nomor   5   Tahun   2025   tentang
Perubahan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Kabupaten
Tahun    Anggaran    2025,     perlu    menetapkan    Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Men8ingat 1.     Undang-Undang    Nomor     14    Tahun     1999     tentang
Pembentukan Kabupaten  Daerah Tingkat 11 Aceh  Singkil
(Lembaran  Negara    Tahun  1999  Nomor  48,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor 3827);

2.     Undang-Undang     Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4355) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan   Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2023    tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang   (Ifmbaran   Negara     Tahun   2023   Nomor   41,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3827) ;

3.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara    (Lembaran   Negara   Tahun   2003   Nomor   47,
Tambahan Lembaran Negara   Nomor 6841) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan   Undang-
Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi   Undang-
Undang   (Lembaran   Negara   Tahun   2023   Nomor   41,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3827);

4.     Undang-Undang   Nomor 25 Tahun  2004 tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4421);

5.      Undang-Undang     Nomor     11     Tahun     2006     tentang
Pemerintahan   Aceh   (Lembaran   Negara      Tahun   2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4633);
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6.     Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran  Negara     Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran   Negara      Nomor   5495)   sebagaimana   telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  3  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran  Negara    Tahun  2024  Nomor  77,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor 6914);

7.     Undang-Undang   Nomor  17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan   Rakyat,   Dewan   Perwakilan   Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah   (Lembaran   Negara     Tahun   2014   Nomor   182,
Tambahan Lembaran Negara   Nomor 5568) sebagaimana
telah   diubah  beberapa  kali   terakhir  dengan   Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
atas  Undang-Undang    Nomor   17  Tahun  2014  tentang
Majelis   Permusyawaratan   Rakyat,   Dewan   Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6187);

8.     Undang-Undang    Nomor     23     Tahun    2014     tentang
Pemerintahan  Daerah    (Lembaran  Negara   Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara   Nomor  4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara     Tahun  2022   Nomor  238,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6841);

9.     Undang-Undang     Nomor     7     Tahun     2021      tentang
Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan   (Lembaran   Negara
Tahun  2021  Nomor  246,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor   6736)   sebagainana   diubah   dengan   Undang-
Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang   (Lembaran   Negara     Tahun   2023   Nomor   41,
Talnbahan Lembaran Negara  Nomor 3827);

10.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6757);

11.   Peraturan  Pemerintah   Nomor  109 Tahun 2000  tentang
Kedudukan  Keuangan Kepala  Daerah dan Wakil  Kepala
Daerah   (Lembaran   Negara     Tahun   2005   Nomor   137,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4575);

12.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara    Tahun  2005  Nomor  48,  Tambahan  Lembaran
Negara   Nomor 4502)  sebagaimana  telah diubah  dengan
Peraturan   Pemerintah   Republik   Indonesia   Nomor   74
Tahun     2012    tentang    Perubahan    atas     Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang Pengelolaan
Keuangan  Badan  Layanan  Umum     (Lembaran  Negara
Tahun  2012  Nomor  171,  Tambahan  I,embaran  Negara
Nomor 5340);
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13.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5  Tahun   2009   tentang
Bantuan   Keuangan   Partai   Politik   (Lembaran   Negara
Tahun  2007   Nomor   18,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 4972)  sebagaimana    telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun
2018    tentang     Perubahan     Kedua    Atas     Peraturan
Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang   Bantuan
Keuangan Partai  Politik  (Lembaran Negara   Tahun  2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6177);

14.   Peraturan  Pemerintah    Nomor  71  Tahun  2010  tentang
Standar   Akuntansi   Pemerintahan   (Lembaran   Negara
Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 5165) ;

15.   Peraturan  Pemerintah     Nomor  2  Tahun  2012  tentang
Hibah Daerah  (Lembaran Negara   Tahun 2012  Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5272);

16.   Peraturan  Pemerintah    Nomor  27  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan   Barang   Milik   Negara/Daerah   (Lembaran
Negara    Tahun  2014  Nomor  92,  Tambahan  Lembaran
Negara   Nomor  5533)  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah    Nomor  28  Tahun  2020  tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah   Nomor 27 Tahun
2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara   Tahun  2020  Nomor  142,  Tambahan  Lembaran
Negara  Nomor 6523);

17.   Peraturan  Pemerintah    Nomor  43  TaLhun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014   (Lembaran   Negara      Tahun   2014   Nomor   123,
Tambahan Lembaran Negara   Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah bebarapa kali menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor  11 Tahun 2021  tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran  Negara    Tahun  2019  Nomor  21,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor 6623);

18.   Peraturan  Pemerintah    Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Peran8kat Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2016 Nomor
114,    Tambahan    Lembaran    Negara        Nomor    5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah    Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah    (Lembaran  Negara    Tahun  2019  Nomor  187,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6402);

19.   Peraturan  Pemerintah    Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan        d an        Pen gawasan        Pe nyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara  Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6041);

20.   Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan   Anggota
Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   (Lembaran   Negara
Tahun  2018   Nomor   59,   Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan   Anggota
Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah   (Lembaran   Negara
Tahun   2023   Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Negara
Nomor 6847);
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21.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63.22) ;

22.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   13  Tahun  2019  tentang
Laporan    dan    Evaluasi    Penyelenggaraan    Pemerintah
Daerah   (Lembaran   Negara      Tahun   2019   Nomor   52,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6323);

23.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   1   Tahun   2024   tentang
Hamonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (I,embaran Negara
Tahun   2024   Nomor   2,   Tambahan   Lembaran   Negara
Nomor 6906);

24.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023  tentang
Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah
(Lembaran  Negara    Tahun  2023  Nomor  85,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor 6881);

25.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2023  tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun
2023  Nomor  loo,  Tambahan  Lembaran  Negara    Nomor
6883);

26.   Peraturan   Presiden   Nomor   72   Tahun   2025   tentang
Standar   Harga    Satuan    Regional    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

27.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  52 Tahun  2012
tentang    Pedoman    Pengelolaan   lnvestasi    Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2012
Nomor 754);

28.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun  2017
tentang  Pengelompokan  Kemalnpuan  Keuangan  Daerah
Serta    Pelaksanaan    dan    Pertanggungjawaban    Dana
Operasional   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2017 Nomor  1067);

29.   Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun  2019
tentang  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30.   Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang     Klasifikasi,     Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  77 Tahun  2020
tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
1 1 80) ;

32.   Peraturan   Menteri  Keuangan  Nomor   110  Tahun   2023
tentang  Indikator Tingkat  Kinelja Daerah  dan  Petunjuk
Teknis   Bagian   Dana  Alokasi  Umum   Yang  ditentukan
Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023   Nomor   807)   sebagaimana  telah   diubah   dengan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor   102  Tahun  2024
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 1 10 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja
Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum
Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
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33.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  900.1-2850  Tahun  2025  tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi    dan    Inventarisasi    Pemutakiran    Klasifikasi,
Kodefiikasi dan  Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

34.   Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara
Pengalokasian  Tambahan  Dana  Bagi  Hasil  Minyak  dan
Gas  Bumi  dan  Dana  Otonomi  Khusus  (Lembaran  Aceh
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
12)   sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan   Qanun   Aceh   Nomor   6   Tahun   2024   tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun
2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasfl Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

35.   Peraturan Gubemur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23) ;

36.   Qanun   Aceh   Singkil   Nomor   4   Tahun   2016   tentang
Pembentukan   Susunan   Perangkat   Daerah   Kabupaten
Aceh Singkil (I,embaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun  2016  Nomor  251  Tarnbahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten  Aceh  Singkil  Nomor  5)   sebagaimana  telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6
Tahun 2021  tentang Perubahan Atas  Qanun Kabupaten
Aceh Sin8kil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Aceh   Singkil
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021
Nomor 285);

37.   Qanun Aceh  Singldl  Nomor 3  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Aceh  Singkil  (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255)
sebagaimana  telah  diubah  dengan   Qanun  Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Qanun  Kabupaten  Aceh  Singkil  Nomor  3  Tahun  2017
tentang Hak Keuangan  dan Administrasi  Pimpinan  dan
Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Kabupaten   Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2023 Nomor 292);

38.   Qanun   Aceh   Singkil   Nomor   4   Tahun   2022   tentang
Pengelolaan   Keuangan   Kabupaten   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

39.   Qanun   Aceh   Singkil   Nomor   5   Tahun   2025   tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh  Singkil Tahun  Anggaran  2025  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 303);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENJABARAN  PERUBAHAN
ANGGARAN     PENDAPATAN     DAN     BELANJA     KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal  1
Perubahan  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Kabupaten
Tahun     Anggaran     2025     semula     Rp884.954.236.741,00
berkurang   sebesar   Rp30.905.467.770,00   sehingga   menjadi
Rp854.048.768.971,00, dengan rincian sebagai berikut:
1 . Pendapatan Daerah sejumlah

a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan

2. Belanja Daerah sejumlah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan

Rp884.954.236.741,OO
Rp (30.905.467.770,00)

Rp854.048.768.971,OO

Rp897.033.586.741,OO
Rp (24.963.577.685,00)

Rp872.070.009.056,00
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah
1)   Semula                                         Rp  13.479.350.000,00
2)  Bertambah/(berkurang)        Rp   4.541.890.085,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah pembahan                       Rp 18.021.240.085,00

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
1)   Semula                                        Rp   1.400.000.000,00
2)  Bertambah/ (berkurang)        Rp ( 1.400.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan                      Rp                         0 ,00
Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan                        Rp    18.021.240.085,00
Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan    Rp. 0,00

Pasal 2
Uraian  lebih  lanjut  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Kabupaten  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
Lanpiran  I     RingkasarJ  Perubahan APBK yang  Dikla§ifikasi

Menurut    Kelompok,    Jenis,    Objck,    Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran  11    Penjabaran   Perubahan  APBK  menurut  APBK
menurut      Urusan      Pemerintahan      Daerah,
Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub  Kegiatan,
Kelompok,     LJenis,      Objek,     Rincian     Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
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Lampiran  Ill   Daftar  Nama Penerima,  Alamat  Penerima,  dan
Besaran Hibah;

Lampiran  IV  Daftar  Nama Penerima,  Alamat  Penerima,  dan
Besaran Bantuan Sosial;

Lampiran  V   Rincian Dana otonomi rmusus Menurut urusan
Pemerintahan   Daerah,   Organisasi,    Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian    Objek,    Pendapatan,    Belanja,    dan
Pembiayaan;

Lampiran  VI   Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan  Pertambagan  Gas  Alam/Tambahan  DBH-
Minyak    dan    Gas    Bumi    Menurut    Urusan
Pemerintahan   Daerah,   Organisasi,    Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian    Objek,    Pendapatan,    Belanja,    dan
Pembiayaan;

Lampiran  VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut
Urusan    Pemerintahan    Daerah,    Organisasi,
Program,   Kegiatan,   Sub  Kegiatan,   Kelompok,
Jenis,    Objek,    Rincian    Objek,    Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran  VIII sinkronisasi             Kebijakan             Pemerintah
Provinsi / Kabupaten / Kota        pada         D ae rah
Perbatas an       D alam       Rancan gan       Q anun
Kabupaten   Aceh   Singlal   tentang   APBK   dan
Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBK   dengan   Program   Prioritas   Perbatasan
Ne8ara.

Pasal 3
Lanpiran  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  2  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 4
Pelaksanaan  Penjabaran  Perubahan  APBK  yang  ditetapkan
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
perubahan   pelaksaan   anggaran   satran   kelja   perangkat
kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan   Peraturan   Bupati   dengan   penempatannya
dalam Berita Daerah.
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RABUPATEN H SINGKIL,

BERITA DAERAH RABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 817


